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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamduliliah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena

atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah

pen5rusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran

2024 dapat diseiesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan

S_ laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian

kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Penetaparr Kine{a Tahun 2024. Pencapetan target kinerja dari sasaran strategis

tersebut mengacu dan mempertimbang!<an target kinerja pada dokumen

perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 202l-2026. Datam LKjIP ini juga

digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi,

stmktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima

Puluh Kota. Adapun penJrusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2O14 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2Ol4 Tentang Petunjuk Teknis

Pe{anjian Kinerja, Pelaporan Kine{a dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2O18

Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kineda Tahunan, Perjanjian Kinerja,

pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kine{a Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai sebuah l,aporan,

tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran

untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas

segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sarilama-k, 2025
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Ikhtlsor Ekselantlf,

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kine{a (LKjIP) meruPakan laporan

yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kine{a Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Capatan kine{a (performance results)

Tahotn 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kineg'a (performance

agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini al<an

memungkinkan diidentifftasikannya sejumlah celah kine{a (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Lima Puluh Kota Tahun 2024

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 20lO Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kine{a Lrstansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kine{a pada

level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan

antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kine{a tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelae.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung

dengan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan hasil Pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2O24 dengan Indikator sasaran

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dapat dipenuhi 82,OO Yo dengan

target 9,67 o/o realisasi 7,93 o/o,Indikator Sasaran Opini BPK atas LKPD ffiP) dapat

dipenuhi fOO % dari target opini WTP pada tahu,r 2023 dapat dipenuhi LKPD WTP,

,Indikator Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah capaian sebanyak 10O% o/o dari

Tatget 92 o/o terealisasi 92 o/o, Indikator Sasaran Persentase Terwujudnya

Elektronikafrkasi Transa}si Pemerintah Daerah(ETPD) capaian 95,78o/o dari target

95 o/o terelaisasi 90,99olo , Indikator sasaralr Tercapainya Indeks Kepuasan

Masyarakat /ASN capaian 96,fi o/o dari target 9l.977o,terealisasi 88,75% dan

Indikator sasaran Terpenuhinya Nilai Akuntabiltas Kinerja Badan Keuangan capaian

capaian 9A34 % dari target 69,680/o realisasi 68,52% Hd ini menunjukkan

bahwa,seluruh sasaran prograln dan kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2O24 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan

harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik.
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BAB I
PEITDAIIT'LUAN

A. LATAR BELAXANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good

Govemance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi

Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta

cita-cita berbangsa dan bemegara, sehingga diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih darr bertanggung jawab, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping

itu terjadi pula penyesuaiar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

menjadi l.aporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tersusunnya Laporan Kinerja Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2O24 dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2O I 4 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2O14 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas l,aporan Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Petunjuk Teknis Penyrsunan Rencana Kine{a Tahunan, Perjanjian Kinerja,

pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.. Hal ini merupakan bagian

dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong

terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good

Govemance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap al<hir tahun anggaran

tersebut menjadi media pertanggunglawaban dan sebagai perwujudan kewajiba:r

instansi pemerintah untuk mempertanggungiawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan prograrn dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran

atau ta.rget kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat
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kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terq/ujudnya Good Govemance atau

dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Badan Keuangan untuk dapat melaksanakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebilakan yang

transparan, dan dapat dipertanggungiawabkan kepada Bupati dan masyarakat;

2. Menjadikan Badan Keuangan yang akuntabel, sehingga dapat berperan seca.ra

efektif, efrsien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan guna membantu

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada

Badan Keuangan,

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima

Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instanei pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dal
Iingkungannya;

2. Terwujudnyatransparansi instansi pemerintah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. TUGAS DAIT WEPENAIYG

a. Kedudukan

Perangkat Daerah urusan Keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah

sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Badan Keuangan Kabuaeten Lima Puluh Kota. Dimana tugas pokok Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati dalam

merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakar pemungutan

pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta

melakukan pembinaan administrasi Keuangan dan kekayaan /aset daerah yang
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dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Se}<retaris Daerah.

b. Atruttur Organflalf

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Adapun

struktur organisasi secara lef,rgkap terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. AKPD Muda Sub Koordinator Keuangan

3. AKPD Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari

1. Sub Bidang l;
2. .{KPD Muda Sub Koordiantor 2

3. Sub Bidang 3.

d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari

I . AKPD Muda Sub Koordinator I

2. Sub Bidang 2

3. Sub Bidang 3

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kouangan Daerah, terdiri dari :

1. AKPD Muda Sub Koordinator I
2. Sub Bidang 2

3. Sub Bidang 3

f. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari

1. Sub Bidang 1

2. AKPD Muda Sub Koordiantor 2

3. Sub Bidans 3

g, Pengelolaan Peodapatan Daerah, terdiri dari

1. Sub Bidang 1

2. AKPD Muda Sub Koordinator 2

3. Sub Bidang 3

h. P3 Evaluasi dan kndapatan Daoah, terdiri dari

1. Al(PDMrda$$I(oqdintu

2. Kasubid 2

3. Kasubid 3
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c. Tuges Potot dea !\rngat

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 86 Tahun 2O18

Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lima Puluh Xota Nomor 71 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Badan Keuangan, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima

Puluh Kota adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang

keuangan. Secara teknis operasional bahwa Badan Keua-ngan Kabupaten Lima

Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan

kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pqiak dan

retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta

melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan / aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas,maka Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

a. Perumusan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

a. Pelaksanaan administrasi badan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya

C. Sumber Da5ra Pcrargkat Daerah

a. Sunbcr Daya enuel,a

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh

Kota didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan

kualifikasi dan kompetensinya. Untuk mengemban kewenangan bidang urusan

Keuangan didukung oleh 62 (enam puluh dua) pegawai yang berstatus ASN (PNS

dan PPPK) dan sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai yang berstatus kontrak atau

pegawai harian lepas (PHL). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 36 (tiga puluh

enam) orang pegawai adalah laki-laki dan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang

pegawai berstatus PNS adalah perempu.rn. Untuk jenis kelamin tenaga harian lepas,
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sebanyak 8 (delapan) orang pegawai adatah laki-laki dan I I (sebelas) orang pegawai

adalah perempuan. Secara sekeluruhan, persentase perbandingan jenis kelamin

Badan Keuangan ad€Tah 54,32o/o laki laki dan 45.680lo perempuan.

Sumber daya manusia dengan status ASN pada Badan Keuangan Kabupaten

Lima Puluh Kota berjumlah 62 oreag, Sebanyak 18 (delapan belas) orang tamatan

SMA, 9 (sembilan) ortrng tamatarl D3, 42 (empat puluh dua) orang Sl darr 12 (dua

belas) orang 32. Secara lebih lengkap, jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan

sesuai kondisi tahrurr 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel I.1 Juolah Pegawal Uenurut ll'rgkat Pendldltsn

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan perwujudan urusan dan

kewenangan, Badan Keuangan Kabuapten Lima Puluh Kota mengemban satu

urusan Keuangan, Kewenangan-kewenangan tersebut selanjutnya diwujudkan

dalam bentuk jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana

dengan memperhatikan kualifrkasi dan kompetensi ataupun golongan/ruang.

Selanjutnya menurut Golongan/ruang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Pemmahan Rakyat tergambar pada Tabel 1.2 berikut ini.

Ll(llP Badon Ketnngon fahun 2024 t-5

No Pendldlken

Prs Non-PNS

JumlehLrld-I,ald
lOraagl

PcreEpura
(Orangl

Pcremp
uetl

(Orraagf

I 33 (Doktora-l)

32 (Pasca Sarjana) 7 5 L2

S1 (Sarjana) l4 15 5 8 42

4 2 1 3 9

5 SMA l3 1E

6 SMP

7 SD

Total 36 26 I 11 81

I.eH-Lald
(Orangl

n

Diploma III



Tabel 1.2 Jurlah Pegawai Menurut Golongan/Rueng

t{o Goloagrn
!,rtt-IrH

(OrangJ

Pcrcapuaa
(Orane)

.rumLh
(Orang)

I Golongan IV 4 11

2 Golongan III 20 20 40

3 Golongan II 7 ) 9

4 Golongan I

5 Golongan VII I I
6 Golongan IX 1 1

o Non Golongan/PHL 8 1l 19

Total 4 3T E1

b. Saraua Praaarana

Penyelenggaraan urusan pada Badan Keungan Kabupaten Lima Puluh Kota

telah didukung dengan ketersediaan aset atau sarana prasarana yang relatif

memadai. Sesuai dengan kondisi tahun 2024, Secara lebih lengkap inventarisasi

sar.rna pras,rrana Badan Keuangan tercantum dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 ltrventarlaasl Sarena Praaara[s

3 mesin hitung / calculator

nro JET{I8 gATUAT JU IJTII

A KETIDARAAN
1 Kendaraan dinas roda 4 Unit 1t

UnitKendaraan dinas roda 3

3 Kendaraan dinas roda 2 Unit

aLt strgkutrtr besat tsk bcrmotor
4 gerobak dorong Unit I

Alat belfLel dqn slat ukur
5 GPS Buah 2

6 Alat ukur universal lain Buah

Udvetsal tester
7 scanner Buah 5

ALt pertsnlan

8 mesin semprot 4
B ALAT KANTOR DAN RI'IIIAH TANGGA

1 Mesin ketik manual standar Buah 10

2 mesin ketik elektronik Buah
1

Ll0lP aofun Keuongpn Tahun 2024
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4 uan Buah 2mesrn

25lemari besi Buah5

rak besi/ metal 246
Buah 47 rak kavu
BuahI fillinq besi/metal
Buah 29 brandkas

9lemari kacs Buah10
Buah I11 papan visuil
Buah 312 alat pengharcur kertas
Buah

113 papan nama instansi
Buah

1l4 papan pengumuman

15 white board Buah

16 mesin absensi 5

Buah 2perforator besar

Buah 2l8 genset

c MOBILIER

31 meia rapat Buah

meia telepon 12
Buah

13 meja tambahal
Buah 1844 kursi rapat

35 kursi tamu Buah

6 bangku tunqgu Buah 6

kursi lipat Buah 157
Buah 348 meja komputer
Buah 29 kasur

10 meia biro Buah

D MOBILIER LNNITYA

I kursi keria Buah c,
c eordin Buah 6

Buah 243 karpet

E ALAT PEMBERSIH

I Vacum cleaner Buah

2 mesin potong rumDut Buah
1

Buah I3 alat pembersih Lain

P ALAT PETIDINGIN

1 AC 36
Buah

1Exhause fan

G ALAT DAPT'R

1 kompor gas Buah
1

2 tabunR gas Buah
1

3 rice cooker Buah
1

4 ral< pirins Buah
1

AIJ\T RUMAH TANGGA I.AINH

1 TV Buah 3
, Sound system Buah 3

3 UPS Buah

LKiIP Bodan Ketlot gpn Tohun 2024 17
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4 Stabilisator Buah t4
Itangga aluminium Buah5

96 dispenser Buah

Buah 47 alat pemadam kebakaran

I PERALATAT{ KOMPUTER

I1 mainframe Buah

PERSOITAL KOMPUTERJ
Buah 1051 Komputer PC
Buah 85c Laptop

83 notebook Buah

4 printer Buah

5 scanner Buah 5

ploter Buah
16

Buah 247 hardisk eksternal

K PERAL,rITAN JARINGAN

1 server Unit
) peralatan jaringan lain-lain ( router ) Unit 2

switch hub U nit 73
Unit

13 wireless acces point

L MEJA DAN KURSI PEJAEAT

I Meia keria peiabat eselon tl Buah 2

2 Meia keria peiabat eselon tlt Buah t4
Meia keria peiabat eselon IV Buah 43

Buah 554 meja keria

u DIA'A RAPAT PB'ABAT
1I meia operator Buah

) kursi keria peiabat eselon Il Buah 3

kursi keria peiabat eselon llt Buah l3
4 kursi keria peiabat eselon IV Buah 32

Buah 35 kursi tarnu esselon II

56 kursi tamu esselon III Buah

7 lemari buku untuk peiabat eselon III Buah 3

8 l€mari arsip untuk arsip dinamrs Buah 22

ATIIT STUDIO DAI{ KOMUNIKASI
Buah 2I camera

2 provektor + attachment Buah 4
Buah 23 handycam

P ALAT KOMUITII(AAI

1 loudspeaker Buah 2

2 soundsystem 3

3 facsimile Buah 2

4 alat komunikasi lainlain Buah )
K ALAT KEAMANAN

1 CCTV Buah 5

r-8

143

4

N

Buah
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D. ISU.ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar pennasalahan

terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi

dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra maka dapat

dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam

rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi Keuanganyang

berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

l. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembargunan daerah. Karena PAD

menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsifungsi

pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pernbangunan. Semakin

tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewqiiban

terhadap pembangunan daerah.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah bertujuan

untuk mendapatkan Opini BPK Terhadap LKPD yang tertinggi yaitu WTP

dengan sasaran akan menghasilkan tingkat akurasi Hasil Inventarisasi

Asset Daerah, juga tingginya rasio PAD.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan sasaran tercapainya tingkat Kepuasan

Pelayanan Keuangan Daerah.

E. Si8temetlka Penullsan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2O24

adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, T\rgas dan Wewenang,

Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta
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BAB II

BAB III

BAI} IV

sisternatika Penulisan LKJiP

Mernuat tentang Rencana strategis Badan Keuangan serta

Perjanjian Kine{a (PK) lahur: 2024.

Akuntabilitas Kine{a yang memuat tentang Metodologi

Pengukukuran Capaia;r Target Kine{a,Analisis dan capaian

Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun

2024.

Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah

Peningkatan dimasa yang akan datang.

Pe{anjian Kinerja dan RKT Tahun 2024, serta Foto Piagam

Penghargaan.

Lampiran

r.. DASARHINilM
Dasar Hukum penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah:.

I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tengah (L,embaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Rebuplik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 246);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor

244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

LKjIP fun Ke.nngon Tohun 2024 t-10



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Irmbaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

LO Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OI7 terrtao.g

tata Cara Perencanaal, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratural Daerah tentang

Rencana Pembanguna Jangka Panjag Daerah dan Rencana

Pembangulan Jangka Mengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembanguna Jangka Panjag Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Mengah Daerah, dan Rencana Kerja

Daerah;
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12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2O21 tentalg Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

L3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1O Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 1O);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun

2O2l ten.tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 202l-2026 (l,embaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021 Nomor 3);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun

2O24 tentartg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (I*m'baran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2024 Nomor 5);

16 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota

17 Peraturan Bupati Lima Pu1uh Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentxrg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran2024.

18 Peraturan Bupati Lima hrluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tenlang

Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2O24 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2024.
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BAB II
PERTT{CIIN/TAN XIIIER.'A DAIT PERJAITJIIUT XIITER.'A

A. REI{CATA STRATEGIS BN)AN XTUANGAN NABUPATEN LIUA PULUH KOTA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai

dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat

mengatur dan mengurus sendiri urusan pernerintalran menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran

serta masyaralcat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

mernperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode

202l-2026 yaitu : " IEWUJIIDI(AN LIUA PITLIIH KG/IA YAIIG AIIAM,
BTRADAT DAIT BERAUDAYA DAI,AU KERAITCKA ADAT BASAI|DI AYARAIq

SYARAI( BASIIITDI XITABI'LI"AII'.
Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi

yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan

berdaya saing berlandaskan keimanan.

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang

merailiki keunggulan ditingkat local dan regional.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

4. Meningkatkan kualitas layalan publik melalui reformasi birokrasi

seutuhnya.

5. Meningkatkan pembangu.nan infrastruktur seczra terpadu yang

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kua.litas kehidupan masyarakat

yang lebih baik.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota terpilih periode 202l-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan misi

kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 202l-2026 dengan program prioritas Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;

2. Pengelolaan keuangan daerah;
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3. Pengelolaan barang milik daerah;

4, Pengelolaan pendapatan daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1

sebagaimaaa berikut ini.

Tabel 2.1 \Juan den Sasaraa .Jo"gke Meneageh Pela5ranaa Peraagkat

Daerah

l{o Sesarrn Etratcgl3

Irdlt tot
KtaorJe
SEgeran
gtretegfu

Trrgct Kltrerje, $asrrea peda tahua

2o21 2022 2023 2024 2o25 2026
1 Terwujudnya

Peningkatan Keuangan
Daerah

Peningkatan
Rasio PAD
terhadap
Pendapatan
Daerah

1:0,0650 1:O,0853 1:0,0853 l:0,0967 1:O,1O35 l;O,1 l04

Tercapainya
Akurasi dan
Al,rtualisasi
Data
Penerimaan
Daerah

95 0/. 95 o/o 95 V. 95 0k 95% 95 0/o

Peta
l(apasitas
Fiskal
Daerah

Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

2 Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Anggaran

Opini BPK
atas LKPD

Opioi BPK
atas LKPD

Opini BPK
atas LKPD

WTP

WTP

WTP

85,98

6t,71
(B)

WTP

WTP

WTP

WTP

87 ,98

64,37
(B)

WTP

WTP

WTP

49,97

67 ,37
(B)

WTP

WTP

WTP

91,97

69,64
(B)

WTP

WTP

WTP

WTP

93,96

72,34
(B)

WTP

WTP

WTP

3 Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan
Perbendahara,an
Daerah

4 Meningktnya Kualtas
Pelakasanaan Akuntasi
dan pelaporan
Keuangan Daeralr

5 Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Opini BPK
atas LKPD

Skor Indek
Kepuasan
!4qgyarakat
Nilai
Akuntabilitas
Kineria

WTP

95,96

75,O0
(B)

6 Terwujudnya Kepuaaan
Masyarakat atas
Pelayanan Publik

7 Meningktanya Kine{a
Penyelenggaraan
pemerintah Daerah

LK|IP Baden Keuengan Tahun 2024 t[-2
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B. PERJANJIAN KII{EzuA TIIHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O14 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kine{a.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkarr mampu mewujudkan komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana

kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna

untuk menyusun prioritas kegiataa yang dibiayai dari sumber dana yang

terbatas. Dengarr perenc€[raan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Lima Puluh Kota,

mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

tahun 2O2L-2O26, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RIff) Tahtun 2024,

dokumen Rencana Ke{a (Renja} Tahun 2O24, dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun 2O24.

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024, daian tabel di bawah ini disajikan Pe{anjian

Kinerja tahun 2024 yatg merupakan suatu bentuk komitmen antara Badan

Keualgan dan Bupati Lima Puluh Kota, dimana kinerja yang ditetapkan

disertai juga dengan progrzrm dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang

mendukung IKU Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu sebagai

berikut:
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Tebel 2.2 PerJanJiaa KinerJa Badan Keuangan Tahun 2O24

OPD

PER.IANiIIAI| KIIYER^IA

: BADAI XEUAIIGAI{ KABUPATEN LIUA PITLUH KOTA

i 2024TAHUN

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO SASARAN STRATEIGIS INDII{ATOR KINER.'A TARGE"T

1 Meningktanya Pengelolaan
Keuangan Daerah,Barang
Milik Daerah dan
Pendapatan Daerah yang
efektif berbasis Elektronik

Opini BPK atas LKPD (WTP) WTP

2 Meningkatnya Pendapatan
Asli Daerah

Persentase PAD
Pendapatan Daerah

Terhadap 8,64 0/o

Meningkatnya
Informasi dan
Kepegawaian

Kualitas
Layanan

Tercapainya Indeks Kepuasan
Masyarakat /ASN

85

4 Meningkatnya Akuntabilitas
Kineria dan Keuangan

Nilai Akuntabiltas Kinerja (AKIP)
Badan Keuanean

69,68 (B)

NO PROGRAM TARGET KET

1 Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota

40.262.426.720

2 Pengelolaan Keuangan
Daerah

769 .374.235.662

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

568.475.150

4 Pengelolaan Pendapatan
Daerah

1.560.669.050
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OPD

PERUBAHAIT PER.'AITJIAN XINERJA

: BADAII KEUAITGAIT KABUPATEIT LIMA PULUH KOTA

: 2024TAHUN

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS II{DIKATOR KINERJA TARGEiI

1

Meningktanya Pengelolaan
Keuangan Daerah,Barang
Milik Daerah dan
Pendapatan Daerah yang
efektif berbasis Elektronik

Opini BPK atas LKPD (WTP)

WTP

2
Meningkatnya Pendapatan
Asli Daerah

Persentase PAD Terhadap
Pendapatan Daerah 8,64 o/o

3
Meningkatnya
krformasi dan
Kepegawaian

Kualitas
Layanan

Tercapainya Indeks Kepuasan
Masyarakat /ASN

85

4
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan

Nilai Akuntabiltas Kinerja (AKIP)
Badan Keuangan

69,68 (Bl

TO PROGRAU TARGET KET

1 Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota

2 Pengelolaan Keuangan
Daerah

172.825.090.734

3 Pengelolaan Barang Milik
Daerah

691.643.700

4 Pengelolaan Pendapatan
Daerah

7.7?3;t57.gso

LKiIP Badan Keuangan Tahun 2021 II- 5
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BAB UI

AI(T'I| TABILITAA XIilER.'A

A. IIIETODOLOGI PTNGUKURAN CAPAIAN TARGET KII{ERJA

Berisikan metode pengukuraa kinerja yang digunakan untuk membandingkan

target kinerja dengan realisasi kine{a dari indikator kinerja sasaran strategis dengan

berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2O17 sebagaimana tabel dibawah

Lnl

No Klasillkasl Penilaiao Predtket

I 9lYo - lOOo/o Sangat tinggi

2 7 60/o - 9Oo/o Tinggi

660/o - 7 5o/o Sedang

4 51%o - 650/o Renda-h

5 < 5Oo/o Sangat rendah

B. HASIL PEITGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi misi kepala daerah / wakil kepala daerah.

Pengukuran Capaian Kine{a pada tahun 2O24 dilakukan denga.n cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kine{a

pada tahun bersangkutal;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kineda

tahun bersa:rgku tan dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan

sampai dengan tahun bersangkutan;

4. Analisi penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan ktrerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;

6. Aaalisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kine{a.
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No
Sasgraa

Stratcgls
IndlAator KlaerJe Target RceUBasl

PGraontas€

Capalan
Predikst

1 Persentase PAD

Terhadapa

Pendapatan

Daerah)

9,67 o/o
7 ,93 y" a2,oo% Tinggi

c Meningktanya

PengeloLaan

Keuangan

Daerah,Barang

Milik Daereh dan

PendapatEn

Daerah yang

efektif berbasis

Elektronik

Opini BPK atas

LKPD (WTP)
WTP WTP 1000/. Sangat Tinggi

Indek Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

92 92
100% Sangat Tinggi

Persentase

Terwujudnya

Elektronikalikasi

Transaksi

Pemerintah

Daerah(ETPD)

95 o/o 90,99 0/o 95,7ao/o Sangat Tinggi

Meningkatnya

Kualitas

Informasi dan

Layanan

Kepegawaian

Tercapainya

Indeks Kepuasan

Masyarakat /ASN

9t,97 88,75 96,500/0 Sangat Tinggi

4 Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja dan

Keuangan

Terpenuhinya

Nilai Akuntabiltas

Kine{a Badan

Keuangan

69,68 68,52 9434 o/o Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator adalah 95,9O % dari 2 sasaran strategis dan 3 indikator
kinerja

Tabel 3,1

CAPAIAIT KINERJA ORGAXISASI / OPD

LKiIP Eadan Keuongan fohun 2024 t-2
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1. CAPAIAIT XIITER.'A I'RUAAT TTTUANGAIT

Tabel 3.2

Capalan Saearaa Strategtr I : "MealagLataya Pendapetan Asli Daerah'

No
Saearan

Strstegts

Indltator
KtnetJa

Target 116rticasi
PGllentase

Capalaa
Predlkat

i Meningkatnya

Pendapatan

Asli Daerah

Persentase

PAD

Terhadap

Pendapatan

Daerah

9,67 0/o 7 ,93 0/o 82,OOo/o Tinggi

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat Pencapaian sasaran Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Daeralr pada Tah:orl 2024 sebesar 82,OOo/o, hal ini menunjukkan capaian kinerja pada

Badaa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan skala pengukuran progres

positif dapat di kategorikan baik. Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan

tingkat pencapaian kinerja Ta}r'tr^ 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada

table berikut.

cbel 3.3

Ptrbardrngrn Cepefan KIaerJa Badaa Pendapata! Deerah

Calniaa fbsaran Atretegts 1 : "fentngkataya P€ndepataa Aell Daerah'

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi kinerja untuk indikator kinerja

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2022

LKiIP Mon Keuangon fahun 2024 It-3

Saaerrr

atrrtcglr
hdlLrtor
KlaerJe

Target

Trhur
2(J,22

Reel

Tahuu
2022

Terget

Trhun
xn3

Real

Trhun
2Ur3

Terget

Tshu!
2Ur4

Real

Tatuu
2ai4

Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah

Persentase
PAD
Terhadap
PendaDatan

8.53 % 6,770/" 8,53 0/o 7 ,46 o/o 9,67 o/o 7 ,93 0/o

Realisasi - PAD : Pendapalan Daerah x lOO%

C. ANALISIS DAIC CAPAIAT ISITER^'A

Sebagaiamana uraian diatas bahwa pada tehuJj 2024 Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota melalsanakan 1 (satu) urusal yaitu Urusan Keuangan.



mengalami kenaikan sebesar 1,15 % namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-

masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya.

Penurunanan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada table bertikut

Tebel 3.4

Capaian Realisasi Kineria,Reallsasi Pendapatan terhadap Target

Pendapatan Pajak Daerah

Dari table diatas dapat dilihat capaian pendapatan pqiak daerah dapat

dikategorikan tinggi dengan realisasi sebesar (92,44o/ol, namun dilihat dari masing-

masing jenis pajak daerah terdapat 4 jenis pajak yang termasuk kategori rendah yaitu

Pajak Hotel (40,55o/o), Pajak Hiburan 122,560/ol, Pajak Air Bawah Tanah {32,8Oo/ol, Pajak Sarang

Ll(JlP Badon Keuanson Tahun 2024 lll-4

JENIS PENERIMAAN
TARGET

PENERIMAAN
TO-I'AL REAt,ISSI KEKURAN(;AN Perstntase

l. Palak Hotell Hotel Tox 825.000.000.00 334.576.400.00 (490.423.600,00) 40,55

2. Pajak Reslordn/ ReJlquranl T@ r.490.158. t28.00 i.692.131.738,00 201.973.610,00 | 13,55

3. Pajak Hiburan/ R€creation TM 136.500.000.00 30.799.500,00 ( | 0s.700.500.00) 22,56

4. Pajak Reklwnel Billboarl Tar r98.365.000,00 224.227.800,OO 224.227.8N.00 I 13.04

5. Pajak Penerangan Jelnl Rood
Lighting Te.

t4.500.000.000.00 1 5 .227 .42.s22,00 727.422.522,04 105,02

7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bsflgunan (BPH'[B) Fees for
Acquisition of Land and Buildings

8. Pajak Air Bawah 'Ianah/

Undergr@nd Woter T6

10. t99.650.000.00

150,000.000.00

8.929.439.233,00

4.577.835.839.00

49.204.388.00

(1.2'to.2lo.767,oo\ 87.55

77.E35.S39,00i 10t.73

(100.795.612,00) 32,80

9. Pajak Sarang Burung Waleu
Swils nest Tat

0.00 0.00

10. Pajak Bumi dan Bangunarl/
Property Tu 3.579.78 r .498.00 1.821.276.723.O0 (1.756.504.775,00) 50,93

,llImlahl Tofurl J5.579,4s4.626,00 32.888.914.143,00 (2.690.s40.483,00) 9214

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan
futuanl Norunetallic Mberals ond
REk T6

4,500,000,000.00

0.00 0.00



Burung (o%),serta Pajak Bumi dan Bangunan (50,93%). Tidak tercapainya target pada kelima

jenis pajak ini akan menjadi perhatian bagi Badan Keuangan untuk kedepannya.

Graff* 3.1

Perbandintan Capaian Kineria Terftadap Target Pendapat

Grafik 3.1

Perbandingan capaian Kinerja Terhadap Target Pajak Oaerah
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Menyikapi hal ini, maka Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah khususnya untuk
4 (empat) jenis pajak daerah sebagaimana tersebut diatas secara lebih komprehensif.

f.angkah-langkah konlrit seperti peningkatan kualitas dan kuartitas sumber daya

manusia, peningkatan sarana dal fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak

daerah, mengintensilkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan,

koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis

data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan

perlu terus dilakukan.

2. ANALISI PEITYEBAB KEBERHASILAI{/XEGAGALAIT ATAU /PENURUT{AI{ IST{ER^'A

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran Persentase PAD Terhadap

Pendapatan Daerah, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan

Kabuaten Lima Puluh Kota adalah Capaian peningkatan realisasi pendapatan daerah.

Meskipun kinerja pada tehun 2024 mencapai realisasi penerimaan daerah 7,93."/o

dimana realisasi termasuk kategori tinggi, pada Tahur: 2024 berhasil melaksanakan

kinerja sebesar 82,OO o/o. Pelaksanaan capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa

hal antara lain :

LMIF fudan Keuongon Tohun 2024 t-5
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1, Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Nagari dan Kecamatan

untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan

P e ndistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan

2. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD

Jika dibandingkan dengal tahun-tahun sebelumya Capaian Kinerja Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami perubahan sesuai dengan

penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah.

Adapun kendala/permasalahan penerimaan pendapatan yang dihadapi sebagai

berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Subjek dan objek yang tidak

ditemukan;

2. Sistem Pelaporan Retribusi Daerah Masih Secara Manual;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima h.rluh Kota

tentang Pajak dan Retribusi Daerah Masih Dalam Tahap Penyu.sunan

4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Masih Belum

Terakomodir Dengarr Baik;

5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dal handal;

6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalao

memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;

7. Perlu diadakannya riset terkait dengan potensi - potensi pendapat€n

daerah.

Untuk pencapaian indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun 2O24, didukung oleh 1 (satu) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, I (satu)

kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 (empat belas) Sub

kegiatan sesuai dengan tabel berikut:
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Tabel 3.5

Program dan Kegiatan Pen"qjang Iadltator KtaerJa Persontagc PAI)

Terhadap Pendapataa Daerah Tahun 2O24

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah

bermuara kepada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

l.t. loglatan PsoglloLltl P!nd!p.t|n D.!nh L723.757.950,{r0 I .518.617.128,00 93,90
1.'1.'l P8.€ocanaan Pengebhan Pajak D*l.ah 40.000.050,00 3s.501.771,m

L t.l AnalEa dan Peng€mbangan Paiak Daerafi, s€fla
Psnyusuoan Kebil?lan Paiak oaerah

155.605.000.00 135.099.907,m 86,82

1.1.3. Penyuluhan dan Penyebaduasan Kebijakan Pajak
Da€rah

216.176.000.00 213.310.851,00 98,67

1.1.4. Peny€dian &rana dan PrdsardE Pengeblaan Pajak
Derah

305.820.400,00 303.323.300,00 99,18

't.1.5.. PendalEar dan P€ndaffaran obiek Pdak oaeEh 103.364.200,00 98.075.m0.00

1.1.6. PerEMlan, Perneliha,aan, dan Pelaporan Bab Dab
Psjak Daerah

45.000.000,00 31t.536.700,00 85,64

1.1.7 Penilsian Palek gumidan Bangunan Perd6a6n dan
Pe*.otasn (PBBPz)s8(6 8ea P6ml€ian Hat alss Tanah
dafl Eangunao (BPHTB)

179.717.f00.00 175.489.260,00 97,65

'1.1.8. Penelapan Waiib Pajat Daerah 99.817.750.00 96.618.799.00 96,80
1.'t.9. Pohyanan dan (onsut6i Pajak Daerah 12.000.000.00 6.571.000.00 54,76
1.1.10 Penelitian dsfl VeffkasiD8ta Pelaporan Pahk oaer.h 88.643.550,00 86. 154.500.00 97,19

1.1.11 Penagihan Pajak Daerah 216.152.000,00 203.247.565,00 94,03
1.1.12 Pengo{d8liao, P€msiksssn dan Pengairaat Psjsk

0aerah
177.613.000,00 14S.891.000,00 84,39

1.1.13 P€mbinan dan Pengaraan Pongelola$ P:*rh D8edl
dan R€tihBiDa€.atl

38.818.900,00 35.822.400,00 92.28

1.1.14 Elektroomkasi Transaksi Pemerintah Daerah 45.000.000,00 40.945.073,00 90.99

LKiIP Bodon Keuangon fohun 2024 |t7

No Bideng

PROGRAT PET}GEIOL P

Prgu lndilo0l T!h{n
?xti,.l
lRD.t

R€ali!.!l T.huo
m2l (Rp)

Realisasi
Yo

,1
1.7t3.751 .9fl,00 I .618.617.726,00 93,90

88,75

94,88
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Gambar 5. f]oslalbasl lercara aLel peadapatan arggota IDS
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Tabcl 3.5

Capalaa Soaaraa Strategls 2 ' "y6nlrglatnya Peagelolaan Keuangarr
Deerah,Bareng Mlllk Dacreh daa Pendapataa Daerah yang efelrttf berbrsls

Elekttonttl

No
Serataa

Strategis

Indllator
KlaerJa

Target Reallsasi
Persentase

Capalan
Predltat

2 Meningl<tanya

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,Barang

Milik Daerah

dan

Pendapatan

Daerah yang

efektif berbasis

Elektronik

Opini BPK atas

LKPD (WTP)
WTP

WTP l OOo/" Sangat

Tinggt

Indek

Pengelolaan

Barang Milik
Daerah

92
100 % Sangat

TinCg

Persentase

Terwujudnya

Elektronikalikasi

Transal<si

Pemerintah

Daerah(ETPD)

95 o/o 90,99 0/o

Salgat

TinC81

Dari tabel pengukuran kinerja diatas Untuk sasaran Meninglatnya

Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang

efektif berbasis Elektronik daerah dengan 3 indikator yaitu Opini BPK atas LKPD

(WTP), Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Persentase Terwujudnya

Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berhasil direalisasikan sesuai

targetnya.

1. InrlLator KtaerJa'Opld BPK ot r LKPD IWTP)'

Tabol 3.7

Capatan Indllator l{lnerJe 'Oplnl BPK ates LKPD [WfP)'

No tndlkator KiuerJa Target Reallsasl
Persetrtaac

Capalan
Predlkat

1 Opini BPK atas LKPD

(wrP)

WTP WTP IOO%o Sangat

TinCCr

LfilP Mon Keuongan fohun 2024 t-11
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Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajararr

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4

(empat) lrriteria yakrri :

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan staadar akuntansi pernerintah

( SAP );

2. Adanya Kecukupan informasi Keuaagan dalar'' laporan keua.ngan;

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;

4. Efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalial intern,

Pada tahun 2024, BPK telah menerbitkan Iaporan Hasil Pemeriksaan

Keuangan ataa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2023 yang memuat opini " Wajar Tanpa Pengecualian'/WTP . Opini Wajar Tarpa

Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan menrpakan

pencapaian untuk sembilan kalinya sejak laporan keuangan Tahun 2015.

Keberhasilan Pemerintah Kabupeten Lima Puluh Kota dalam mempertahankan

opini Wqlar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan fal<tor-faktor sebagai

berikut :

1. Adalya penyesuaian regu.lasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan

akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oieh pemerintah.

2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara

berkelaajutal yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keualgan.

3. Adanya dukungarr aplikasi yang terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran,

penatausahaal, da! pertanggunglawaban yang semakin baik sehingga laporan

dapat diseiesaikan tepat waku dan meminimalkan tedadi kesalahan-kesalahan

pada setiap tahapan.

4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan

pengendalial internal pemerintah daerah,

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

l. Untuk validnya data/angka dalam l,aporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Lima Pu1uh Kota yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja,

Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara

Badan Keuangan (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan OPD Pengampu

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungsn Piha-k Ketiga pada belanja

pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;
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c. Rekonsitasi Daftar Transaksi Harian Pqlak dan rekonsiliasi Harian Pajak

atas belanja pada APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan

OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuengan RI melalui KPKN;

d. Rekonsiliasi posisi kas daerah dengan PT. BPD Sumatera Barat (Bank

Nagari);

e. Rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian

Keuangan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, Kementerial

Kesehatan;

f. Rekonsiliasi pendapatan pajak daeral setiap bulannya antara Bidang

Perbendaharaan, akuntansi dan peLaporan dengan Bidang P2D dan

Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan;

g. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan

dengan 43 OPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).

h. Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada OPD, terkait pen5rusunan laporan

keuangan.

2. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota terkait angka aset tetap, aset lainnya, Investasi Jangka

Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi data antara Bidang Pengelolaan BMD, Bidang Perbendaharaan,

akuntansi dan pelaporan pada Badan Keuangal dengan SKPD (untuk Aset

Tetap);

b. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan

dengan SKPD dan 43 OPD.

c. Untuk membantu SKPD dalam mela-ksanakan penJrusunan anggaran,

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanatan Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD

3. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM,

dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu berkoordinasi dengan

pemerintah pusat untuk melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi

utama dan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) sebagai

aplikasi pendukung serta melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh

operator aplikasi pada masing-masing OPD,

4. Untuk mengawasi penatausahaal dan pelaksanaan keuangan daerah yang

dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluara.rr, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka
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dilakukan pengawas€rn oleh Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan

Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD

dilingfungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD

dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah,

maka dilakukarr Reviu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

baik Semesteran, laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

6. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota, telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

dengan LAKIP Badan Keuangal T.A 2024, melibatkan para stakeholder serta

men5rusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota yang dilaksanakan dibawah koordinasi Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota;

7 . Untuk masalah-maslah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIPKD

juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp

dimana setiap pertnasalahan yang di alami oleh SKPD akan segera diupayakan

penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di Badan Keuangan.

Faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK :

l. Peraturan perundang-undangan, sistern, dan mekanisme tata kelola keuangan,

yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban

pelaporal keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara

menyeluruh oleh SKPD

2. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses pen5rusunan Ernggaran,

pen5 rsunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam

pengelolaan aset daerah.

3. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada

tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga

menyulitkan dalam pemahamaa dan implementasi.

Upaya untuk mernpertahankan Opini BPK di masa yang akan datang dilakukan

dengan langkah :

1. Adalya penyesuaian regulasi pengelolaan keuarrgan daerah dan kebijakan

akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.

2, Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara

berkelarrjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
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3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran,

penatausahaan, dan pertanggungjawabal yang semakin baik sehingga laporan

dapat diselesaikan tepat waktu dan merninimalkan te{adi kesalahan-kesalahan

baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan

pengendalial internal pernerintah daerah.

5. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang

tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota agar kedepannya dapat meminirnalisir kelemahan

sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini

BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahanftan.

6, Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD terkait masalah

masalah yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat

aplikasi keuangan daerah yang dicetus oleh pemerintah Pusat ini belum

sepenuhnya optimal untuk dilaksanakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota senantiasa tetap menjalin komunikasi dengan Pemeritah Pusat

terkait hal ini demi menunjang kelancara pelaksanaal pengelolaan keuangan di

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pencapaian indikator kine{a Opini BPK atas LKPD (WTP) Tahun 2024,

didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, 6 (enam ) kegiatan sesuai dengan tabel

berikut:
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Tabel 3.8

ProgreE dan Kegiatan Penuqlaag Indltator XtnetJa OPtnt BPK atas LKPD

grrPf Tahun 2O24

2. Iadikator KtaerJa ladek Pengelolaan Barang Mlllk Daenh

Tabel 3.9

Copalaa hdll.tor lfiaerJa 'IadeL Peagelolaaa Baraag lllt Daerah'

No Irdlkator KtnerJa Target Reallsasl
Pcraentaae

Capalaa
Predlkat

2 Indek Pengelolaan

Barang Milik Daerah
92 LOO Vo Sangat

TinCgt

No BtdrDg Urulen/ Progrem

Prgu ladttrtlf
Tahur 2023

(Rp.l

Rcefb8d
lehun 2(,23

(RPl

Reallsael

I
Program Pengcloh.n
Keuetrgatr Deerah

L72.7A4.067,734 171.3543597.707 99,17 o/o

1.1 Kegiat€n Koordinasi dan

PenJrusunan Rencana

Anggaran Daerah

1.123.a17.904 46,73%

1.2 Kegiatan Koordinasi dan

Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

474.498.700 442.437 .t6l 93,33%

Kegiatan Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

Daerah

446.523.300 365.177 .046 aL,78n/"

1.4 Keglatan Penunjang

Urusan Kewenan8an

Pengelolaan Keuangan

Daerah

170.253.641-234 r69.138.063.291 99,34o/o

1.5 Kegiatan Pengelolaan Data

dan Implementasi Sistem

lnformasi Pemerintah

Daerah Lingkup Keuangan

Daerah

313.680.000 288.701.850 92,O40/o

2 ProgrrE Pcagclolse!

Berarg Ulll& Deorsh

691.643.700 613.547.065 88,71o/o

2.1 Kegiatan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

69t.643.700 613.s47.065 aa,7 to/o

LKjIP Bodon Keuangan Tohun 2024 t-16
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Capaian Indikator kinerja Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dari

sasaran Meninglr:tanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan

Pendapatar Daerah yang efektif berbasis Elektronik dengan target dan Realisasi

sebagaiamana dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan sbb :

1. Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target 927o, untuk Tahrn 2024

ini terpenuhi persentase pencapaian lOO%. Tingkat realisasi ini diukur dengan

melihat:

a. Hasil Rekonsiliasi OPD bersama Bidang PBMD yang dilaksanakan pada

bulan Juli 2024 untuk laporan BMD semester I Tahun 2O24, dan bulan

Desember 2O24 untuk kondisi Laporan BMD sernester II ( BMD Per 31

Desernber 2024 | yang memperlihatkan bahwa Data aset pada 43 OPD

dilinglungan Pernerintah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah melalui proses

rekonsiliasi dan validasi oleh Tim rekonsi.liasi memperlihatkan kesesuaian

dengan sernua transaksi pembentuk BMD yang terjadi meliputi Mutasi

Tambah dan Mutasi Kurang BMD pada OPD.

b. Proses Inventarisasi yang dilakukan oleh OPD; Untuk Tahun 2024 telah

dilakukan inventarisasi untuk aset tetap Tanah, Kendaraan Dinas, Gedung

bangunan dan Jalan, Irigasi, Jaringan. Dari hasil inventarisasi ini telah

dilakukan pemutakhiran data inventarisasi untuk aset tetap tanah dan

Kendaraan Dinas dengan hasil berita acara pemutakhiran data hasil

inveatarisasi BMD

c. Proses Penilaial BMD yang dilakukan oleh penilai pernerintah dalam hal ini
kanwil DJKN Kemenkeu untuk Aset aset berupa Tanah dan Gedung

Bangunan yang belum tercatat atau belum bernilai dalam Laporan BMD yalg
menjadi temua.n dalam LHP BPK

Dari proses yang telah dijatani diatas, Pemeriatah Kabupeten Lima Puluh

Kota melalui Badan Keuangan telah mengeluarkan data Rekap aset tetap dan aset

lainnya untuk sernester I ( per 3O Juni 2O24 ) dengan hasil ' akurat" dengan

data aset pada OPD, dengan demikian artinya pencapaian target indikator akurasi

barang milik daerah terealisasi looo/o dengan indikasi " sangat tinggi".

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menginventansasi aset

dengan baik dengan target capaian lo0o/o adalah :

1, Adanya perencanaan terhadap kebutuhan aset guna memastikan aset apa

saja yang dibutuhkan OPD untuk mencapai sasaran kinerja OPD serta

untuk memastikan kebutuhan anggafan yang tersedia.

LKjIP Eadon Keuongon Tohun 2024 |t-L7



2. Melakukan pengelolaan aset dengan baik yang terdiri dari Penatausahaan,

penilaian, penginputan, penghapusan, pemindah tanganan pembaharuan

dan pemanliaatan aset.

Dalam proses penyampaian Laporan BMD tersebut diatas Badan

Keuangan Bersama Pengurus Barang seluruh OPD melakukan Pendampingan

dalam penginputan Data kedalam Aplikasi SIMDA BMD Kabupaten

Lirna hrluh Kota-

Untuk pencapaian Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024,

didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1

(satu ) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sesuai dengan tabel berikut:

Tabcl 3.tO

Prognn dea Kegtataa Pcauqlotg Indltator Iadek Pcngelolaan Bararrg

f lHk Dacrah Tahua 21124

!{o BtdaEg Um.an/ ProgrrD
Prgu Indlt tlf
T.f,ua 2oil4

IRP'l

Rc.ltsa3l

Trhu! 2OA4

(RPI

Rcatlrrrt
oa

1

l.l P gdol..n Br]!ru llllll Drcr.h 631 .6i13.700,00 613.5t7.065,00 88,71

1.1.1 Penyusunan Standar Harga 64.523.200,OO 59.9 t3.500,00 92,86

t.1.2
Peny usunan Perencanaan Kebutuhan
Bamng Milik Daerdh

42.507.2c/J,00 29.284.900,00 68.89

r.1.3 Pengamaran Barang Milik Dacrah 336.149. r 50,00 293.709.034,00 87,37

1. 1.4
Pengawasan dan Pengurdalian
Pcngelolaan Barang Milik Daerah

38.626.200.00 83,71

1. 1.5
Rekonsiliasi dalam rangka
Penyus{rn8n LEporan Barang Milik
Daerah

60.591.850.00 59.547.252.00 98,28

1.1.6 Penyusunan Laporan Barang Milik
Dacrah

149.246.100,00 138.756.479.00 92,97

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah

bermuara kepada pencapaian sasar.rn strategis Meningktanya Pengelolaan

Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif

berbasis Elektronik

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengal pencapaian sasaran strategis 2

dapat dilihat pada gambar berikut:

LKiIP Badan Keuangan fohun 2024 It-18
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Gambar 7. Pengarnanolr Aset Ullllc Daerah (pengukunn taneh - proseg

Peabuataa SerttftLatl

Glambar E. Penllalea &lam nagla Penghapusaa ABet Daerah dl
K.bupaten Ltma Puluh
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Gambar 9. Pcayerahaa Laporan Haell Pemerlksaan ataa LKPD kcpada BPK

E

*,^.#Hr6ftH'ffi2'f,il'"'ua-e

I

Gambar 9. Relon Aset dengan OPD terkalt dengan Laporaa Keuaagar

Kebupater Ltma hiluh Kotr
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3. In.llt'tor lllnerJe Per.entasc TerruJudnya Elektroitkcf,tgst Trarsalct
Pcmerhtah Daerah (EtrPDf

Tabel 3.11

C.patar ladlr.ator KlnerJa'Penentasc tcrruJudnya ElcLtronttaikasl
Transatgl Peaerlatahaa Daereh (EfPDl"

No Indlkator Ktnorfa Target Resllaael
Perscntesc

Capalan
Predlket

3 Indikator Kinerja
Persentase
Tenvujudnya
Elektronikafrkasi
Tralsaksi Pemerintah
Daerah (ETPD)

95 o/o 90,99 o/o 95,78 0/o Sangat Tinggi

Peng&uflgan ini rcalisdsi dilalotkaq flwlahli web h ttp s :/he lol a. p2dd. go. id

Pada Tahun 2024 target pencapaian EIPD sebesar 95olo dan Terealisasi sebesar

9O,99 o/o atau 95,78 %o secara capaian.

Elektronifikasi Transaksi Pernerintah Daerah selanjutnya disingkta dengan

ETPD adalah Upaya untuk mengubah transaksi Pendapatan dan belanja Daerah darai

cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

Adapun Regulasi yang menjadi pedoman dalam ETPD ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 Tentang Sistim Pemerintahan

berbasis Elektronik.

2. Keputusal Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentarrg satuan T\rgas Percepatan

dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O21 Tentang Tim

Percq)atan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota

serta. Tata cara Implemnetasi Eleldronifrkasi Transaksi Pemerintah Daerah.

4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 129+ Tahun 2021 tentang

Pembentukaa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Intruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2503 Perihal Pelaksanaan

Tralsaksi Non Tunai,

6. Intruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2672 Perihal Pelaksanaan

Transaksi Non T\rnai.
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7. Kesepakatan Bersama antara Pernerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan

PT. Bank Nagari tentang pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah Nomor

tsgl2sIBLK'/2o2t.
8. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh

Kota dengan PT.Bank Nagari Canag payakumbuh tentnag Pemanfaatan E-

Restribusi dalam Pelaksanaan Restribusi Daerah di Dinas Perhubungan

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139125 /BLK(2O21.
9. Perjanjian Kerjasa"'a antara Dinas Pariwisata Pernuda dan Olahraga

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Nagri Cabang Payakumbuh

E-Restribusi dalam Pelalcsalaan Pembayaran Restribusi Daerah di Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

139 / 37 | KS / Paxpor a | 2O2 l.
Transakasi yang telah dilakukan secara elektronik artara lain :

1. Penerimaan terhadap PBB

2. BPHTB

3. MBLB

Terkait derrgan transaksi pendapatn daerah, kanal pernbayaran yag tef,sedia antara

lain :

1. QRIS,

2. ATM

3. EDC,

4. Intrenet/ Mobile/ SMS Banking

5. Agen Bank

6. UE-Raeider

7. E-Commerce

8. Te1ler/ Loket Bank.

Pendapatsn Daerah dari sisi Pajak dan Restribusi daerah, dari Jenis Pajak dan

Restribusi Daerah yang menjadi kewengan Pemerintah Daerah Kab.Lima Puluh Kota

jenis kanal pembayaran yang digunakan sudah mencakup kanal Pembayaran yang

disediakan tetapi masih belum maksimal terlaks€na dan masih ada Pembayaran

dengan menggunakan tunai.

Tarrtangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

melaksanakan Implementasi ETPD di daerah adalah :

l. Kendala Teknis berkenaan dengan Pemalaian Kanal, seperti penyetoran PBB

aturan Keuangan menghendaki transaksi berdasarakan Nomor SPPT PBB

sehingga lebih akurat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaba.n, sementara
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system yang ada belum mzrmpu ufltuk mentransfer transaksi dengan nomor

SPPT yang balyak dalam waktu cepat.

2. Belum terbiasanya Masyarakat dengan proses digitalisasi ini maka masih perlu

untuk mengedukasi secara terus menerus di semua lapisan.

3. Masih adanya daerah yang blankspot.

Tabcl 3.12

Capafan Sssarar Strategle 3 :

'Ucatagtatnya Kuautss llfornarl dan Layaaaa Kcpcgarelan'

No
Saearan

Stntegls
lndltator
KlnerJa

Target Realleasi
PerBcrtase

Capataa
p1'6d iltc t

1 Meningkatnya

Kualitas

Informasi dan

Layanal

Kepegawaian

Tercapainya

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

/ASN

9t,97 88,75 96,50,"/o Sangat

Baik

Untuk melihat gambaral capaian tingkat kepuasagn terhadap pelayanan

organisasi ini dilakukan melalui survey kepada 3 kelompok responden dengan total
jumlah responden sebanyak 15O orang terdiri dari :

l Internal; menunjukan tingkat kepuasan unit kerja dalam tingkup organisasi.

2. Eksternal; menunjukan tingkat kepuasan SKPD dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan

Aset daerah yalg dilaksanakan di Badan Keuangan.

L Ttnghat Lepuasea peleyeaaa lntcrtrd organlsssl;

Pelayanan internal Organisasi adalah pelayanan yang di berikan kepada

seluruh individu yang ada di Badan Keuangan. Mengenai unsur unsur yang

pelayanarr yang diberikan dan ditanggapi dalam penilaian kualitas pelayanan

ini akan disampaikan dalam bentuk lampiran pada dokumen ini.

b. Ttagtat Xepueren terhadep layrtte! Etstenrl Orgrafsalf
l,ayanan eksternal organisasi ditujukan untuk pelayanan yang diberikan

kepada unsur diluar Badaa Keuangan seperti SKPD Dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Metode Perhitungan dilakukan dengan menggunakan skala nilai 1 s/d 4 pada

4 pilihan jawaban dengan rincian :
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- Pilihan A bernilan 4

- Pilihan B bernilai 3

- Pilihan C bernilai 2 ;dan

- Pilihan D bernilai 1

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan total nilai yang diperoleh dari

setiap pertanyan yang diberikan oleh setiap responden dibagl dengan nilai

maksimal yang diharapkan, Terhadap jawaban dari responden, sementara nilai

maksimal diperoleh dari perkalian dari jumlah responden yang memberikan jawaban

dikali dengan jumlah pertanyaan dan jumlah pilihannya.

Dari perhitungan tersebut didapat angla sbb :

Tebcl 3.13 :
Rctap Fcdlatea Rcapoadea uatut Pcla5nraa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Target pelayanan organisasi

Badan Keuangan Tahun 2O24 adalah 88,75. Jika dibandingkan dengan ta.rget yang

harus dicapai pada Tahun 2O24 sesuai dengan pe{anjian kinerja yaitu 91,97, maka

capaian Badan Keuangan untuk target pelayanan ini adalah 96,500/o yang artinya

pencapaian target yang ditetapkan yang berindikasi " sangat baik '.

Tabcl 3.14
Cepetan Saearan Etretegte 4 :

.Ueatnglstnya Akuatabllltar HJaerJa daa lleuelgaa'

No SassraD Stratcgis Itrdikator KioGrJ8 Targct Realisasi
Pclrdtarsr

Crprlrtr
Predikst

I Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Keuangan

dan

Terpenuhinya Nilai
Akuntabiltas
Kinerja Badar
Keuangan

69,68 68,52 98,440/0 Sangat Baik

1 Pelayanan lnternal 1.552 2.064 75,Os

, Pelayanan
SKPD

2.122 t.440 t47,36

3 Pelayanan t.120 1.360 82,3s
Masyarakat

254,73

Ll(llP Mon Keuorypn Tahun 2024 fi-24

IYo, Uraia
ll

Total t{ilai XlLt
[akslmal

Haell

Realisasi untuk Pelayanal Badan Keuangan (internal dan Eksternal) 88,75



Pencapaian target indikator kineq'a Terpenuhinya Nilai Akuntabiltas Kinerja

Badan Keuangan Badan Keuangan untuk Tahun 2024 diperoleh dari hasil penilaian

Akuntabilitas Tahun 2O24.

T-abel 3.15

Haell Evaluasl Akuntabtlltrs KlnerJa Tahua 2O23

Komponen Bobot Ntlit 2()23

Perencanaa! Kinerja 30 24,11

Pengukuran Kinerja 30 19,56

Pelaporan Kinerja l5 10,81

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inte.nsl 25 14,o4

JuElah Hasil Evaluasi Kinerja 100

Nilai Hasil Eva.luasi Kinerja 64,52

Tlagkat A'Lultabllltr8 KtlGrJa (X.tegorl] B

Ll(JlP Eodon Keuangon Tahun 2024 t-25

Nilai Akuntabiloitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Keua:rgan

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang merupakan evaluasi APIP atas

Implementasi SAKIP tahun 2O23 memperoleh nilai sebesar 68,52 dengan Predikat B

(BAIK), Penilaian tersebut menunjukan bahwa terdapat garnbaran bahwa AKIP sudah

baik pada Badan Keuangan Kabupten Lima Puluh Kota Khususnya pada Indikator

Kinerja Utama.
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

l. Indikator Kinerja Utama ( IKU) Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Daerah pada tahun 2023 dan 2024 ada Peningkatan sebesar 0,460/o dan

melebihi capaian dari tarSet yanag telah ditargetkan

2. Indikator sasaran Opini BPK atas LKPD (WTP) dimana dalam terget yang

ditetapkan yaitu opini BPK WTP dan dapat opini BPK WTP atau Jika

dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2023

sama sebesar l00o/o hal yang mempengaruhi pada indiKator ini adalah

disamping konsisitensi dari semua OPD dan stakeholder dalam

pen5m sunan l,aporan Keuangan.

3. Indikator sasaran Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana dalam

taJget yang ditetapkan sebesar 92 %o dan dapat terealisasi sebesar 92 7o

atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis

taht:r: 2022 sama sebesar lOO% hat yang mempengaruhi pada indiKator

ini adalah disamping konsisitensi dari semua OPD dan stakeholder dalam

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Indikator sasaran Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi

Pemerintah Daerah(ETPD) dimana dalam target yang ditetapkan sebesar

95 % dan dapat terealisasi sebesar 8O o/o atau Jika dibandingkan dengan

pencapaian realisasi sasaran strategis tahur. 2O22 te{adi kenaikan

sebesar 5 o/o ini disebabkan masih adanya transaksi penerimaan yang

belum bisa dila-kukan secara non tunai.

Indikator sasaran Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN dimana

dalam target yang ditetapkan sebesar 91,67 o/o dan dapat terealisasi

sebesar 88,75 o/o atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi

sasaran strategis tahuil 2023 terjadi kenaikan sebesar 4,9O o/o

Indikator sasaran Terpenuhinya Nilai Akuntabiltas Kinerja Badan

Keuangan dirrana dalam target yang ditetapkan sebesar 69,68 o/o dan

dapat terealisasi sebesar 68,52 o/o atau Jika dibandingkan dengan

pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2O23 te{adi kenaikan

sebesar 7,98 %o

5

6
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NO SAAARAN

gTRATDGIS

IT{DIXATOR

KINER.'A

ANGGARAN

lRP.l

ANGGARAN

oPD (%l

1 Meningkatnya

Pendapatan Asli

Daerah

Persentase PAD

Terhadapa

Pendapatan Daerah

1.723.7 57 .950 O,9O o/o

2 Meningktanya

Pengelol,aan

Keuangan

Daerah,Barang

Milik Daerah dan

Pendapatan

Daerah yang

efektif berbasis

Elektronik

Opini BPK atas LKPD

(!vTP)
172.784.067.734 90,11 %

Indek Pengelolaan

Barang Milik Daerah
69r.643.700 0,36 o/o

Persentase Terwujudnya

Elektronikalikasi

Transaksi Pemerintah

Daerah(ETPD)

45.OOO.000 O,O2 o/o

Meningkatnya

Kualitas Informasi

dan Layanan

Kepegawaian

Tercapainya lndeks

Kepuasan Masyarakat

/ASN

2.076.O90.950 i.o8 %

4 Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja dart

Keuarrgan

Terpenuhinya Nilai

Akuntabiltas Kinerja

Badan Keuangan

14.473.850.528

7,55 o/o

LMIP Bdan Keuongon Tohun 2024 Ir-28

Tebel 3,17
Alokael Per S.ssrar Pcmbangunan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :

1 . Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 4 sasaran strategis yaitu:

a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

b. Meoingltanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan

Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Eleldronik

c. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian

d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan



n Untuk sasaran strategis "Meningkatrrya Pendapatan Asli Daerah' menggunakan

indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar O,90 % dari pagu OPD .

3 Untuk sasaran strategis "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah" menggunakan

3 indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

a. Opini BPK atas LKPD (WTP) Mendapatkan alokasi anggaran sebesa.r 90,11 %

dari pagu OPD

b. Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Mendapatkan alokasi anggaran

sebesar 0,36 % dari pagu OPD

c. Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Ttansaksi Pemerintah

Daerah(ETPD) Mendapatkan alokasi anggaran sebesar o,o2 Yo dari pagu OPD

4 Untuk sasaran strategis 'Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan

Kepegawaian" menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tercapainya

Indeks Kepuasan Masyaralat /ASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar

1 , 14% dari pagu OPD .

5. Untuk sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"

menggunakan indikator Kineda Utama (IKU) yaitu Terpenuhinya Nilai

Akuntabiltas Kinefa Badan Keuangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar

7,49olo dari pagu OPD.

Sedangkan Pencapaian Kine{a dan Anggaran pada tahun 2024 berdasarkan

indikator kinerja utama yarrg dijabarkan dengan program/kegiatan disajikan

berdasarkan tabel berikut :

LKiIP Bodan Keuongan fohun 2024 |t-29
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1. Pada tahun 2024 ada 4 sasaran strategis serta 6(enam) indikator kine{a utama

(IKU) yang diteotukan. Dari ke enam iodikator tersebut Badar Keuangan

terealisasi target kinerja yang ditentukan sebesar 97,54 % (sangat Tinggi).

Tercapainya target kinerja tentunya didukung dengan adanya Kerjasama yang

baik dan pembagian tugas yang profosional. Pada tahun 2024 Badan

Keuangan mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran tanpa

mengabaikal pencapaian target kinerj a.

2. Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah yang diampu oleh 1 (satu)

Program berhasil meliakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar

Rp. 1O5.140.224r yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja

Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang tidak Terlaksana.

3. Pada sasaran " Meningkatanya Pengelolaan Keuangan Daerah, Barang

Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik

dengan indikator Opini BPK atas LKPD (WTP), Indek Pengelolaan Barang

Milik Daerah dan Persentase Terwujudnya Elektronikalikasi Transaksi

Pemerintah Daerah(ETPD) yang diampu oleh 3 (tiga) Program berhasil

melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 1.503.566.662

yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa

4. Pada sasaran 'Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan

Kepegawaian" dengan indikator Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat

/ASN yang diampu oleh I (satu) Program berhasil melakukan efisiensi

sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 85.151.448,00 yang mana jumlah

tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

5. Pada sasaran 'Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan' dengan

indikator Terpenuhinya Nilai Akuntabiltas Kinerja Badan Keuangan yang

diampu oleh I (satu) Program berhasil melakukan efrsiensi sumberdaya dan

anggaran sebesar Rp. 677.363,#7 r@ yang mana jumlah tersebut

diperoleh dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) dan Belanja

Barang dan Jasa.
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AdapunpencapaiantargetlKU dapatdijelmkansebagaiberikut :

o Pencapaian Kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebesar 82.00%

r Pencapaian Kinerja Persentase Opini BPK atas LKPD (WTP sebesar 100 %
. Pencapaian Kinetja Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100 %
o Pencapaian Kinerja Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah

Daerah(ETPD) sebesar 97,50 %

o Pencapaian KinerjaTercapainya Indeks Kepuasan MasyarakaVASN sebesar 96,50%

r Pencapaian Kinerja Terpenuhinya Nilai Akuntabiltas Kinerja Badan Keuangan

sebesar 94, l4%

Dari capaian kinerja 6 (enam) IKU Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota capaian

kinerja sebesar95,7l (sangat tinggi) atau masuk kategori cukupbaik.

Tabel 3.19

Peagukuraa Harll Cepelaa KtnerJa a.d Athlr Pcdode Rsartre

Meningkatnya
Pendapatan
Daerah

Asli
Persentase PAD
Terhadap
Pendapatan
Daerah

L lo/o 7,92 o/o 7.20 0/o

Opini BPK atas
LKPD (WTP} WTP WTP 100 %

Indek
Pengelolaan
Barang MiUk
Daerah (o/d

95o/o 95o/o IOO o/o

Meningktanya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,Barang
Milik Daerah darr
Pendapatan Daerah
yalg efektif
berbasis Elektronik Persentase

Terwujudnya
Elektronikafrkasi
Transaksi
Pemerintah
Daerah(ETPD)

95 Yo 93 o/o 97 ,90 0/o

Meningkatnya
Kualitas Informasi
dan l,ayanan
Kepegawaial

Tercapainya
Indeks Kepuasan
Masyarakat
/ASN

95,96 0/o 44,750/o 92,49yo

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Keuangan

dan

Terpenuhinya
NiIai
Akuntabiltas
Kinef a Badan
Keuangan

75 68,52 9l,36 o/o

Lt(ilP Badon Kernngan fohun 2024 -32
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masiag-masing

indikator kine{a utama (II{U) bila dibandingkan dengan target pada akhir periode

RPJMD/Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Daerah sampai dengan periode RPJMD/Renstta 2027-2026 meoperoleh

keoajuan pencapaian kinerja sebesar 7.2O %.

Pada Indikator Kinerja Urama (lKU) Opini BPK atas LKPD (WfP) sampai

dengan periode RPJMD/RensEa 2o12l-2026 memperoleh kemajuan

pencapaian kinerja sebesar 1OO %. Hal ini menunjukkan Konsistensi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengelolaan Keuangan

Daerah.

3. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah

(o/o) sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2027-2026 memperoleh

kemajuan pencapaian kinerja sebesar 10O %, Hal ini menunjukkan

Konsistensi OPD dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

pengelolaan Barang Milik Daerah .

4. Pada Indikator Kinerja Utama UKU) Persentase Terwujudnya

Elektronikafrkasi Transaksi Pemerintah sampai dengan periode

RPJMD / Renstra 202l-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja

sebesar 97,90 o/o, ini capaian masih tergolong rendah disebabkan masih

adanya transaksi yang belum bisa dilakukan secar Non Tunai terutama

transasksi Pajak Restoran.

5. Pada Indikator Kinerja Utama (lKU) Tercapainya Indeks Kepuasan

Masyarakat /ASN Daerah sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-

2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 96,5Oo/o.

6. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Terpenuhinya Nilai Akuntabiltas

Kine{a Badan Keuangan sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-

2026 rnemperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 9Z34o/o

D. PERMASALAIIAX DAX SOLUSI

l. Pe rmasalahaa da.a aolusl

a. Identlllkasl Permasalahaa Urusan Keuangan

2
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Badan Keuangan telah berupaya melakukan pengembangan program

khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. HaI ini
dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, elisiensi dengan mengantisipasi



serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan

Keuangan. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik intemal maupun eksternal

yarrg berkaitan dengan Bidang Keuangan,

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, masih ditemukan

permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta

penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok

dan fungsinya

Belum optimalnya proses penJrusunan APBD

Belum terintegrasinya data pqiak daerah dengan stakeholder terkait

Belum optimalnya pemungutan pajak daerah

Belum optimalnya penggunanan teknologi informasi untuk

kemudahan wqiib pajak dalam membayar pdak daerah.

Tabel 3.2O
IDEITTITIKASI PERtrASALIIIIAN

Belum Optimalnya
peningkat Kualitas
PeLaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

1

n

2

4

5

Belum sesuainya pemanfaatan
alokasi anggaran untuk menunjang
Prioritas Daerah, Propinsi dan
Nasional

Bclum maksimalnya kemampuan
SDM dalam Perencalaan Anggaran
disebabkan sering berubahnya
regulasi
Masih rendahnya komitmen kepala
OPD dalam Perencanaan Anggaran

Belum konsistenya perencanaan
kegiatan dengan alokasi aliran kas

Belum maksimalnya kemampuan
SDM dalam pengelolaan
perbendaharaan disebabkan sering
berubahnya regulasi
Belum optimalnya aplikasi SIPD
pada modul penatau sahaan

I Belum Optimal
Penyelenggaraan
pengelolaan keuangan
daerah, barang milik
daerah dan
pendapatal daerah
yang efektif berbasis
elektronik

Belum Opttunalnya
Kualitas Perencanaan
Anggaran

Belum Optimalnya
Kualitas Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Masih b€lum terkoneksinya sistem
aplikasi pemda dengan lembaga
lainnya
Belum memadainlra Penerapan
aplikasi SIPD dan sistem informasi
keuangan daerah (SIKD)

Masih rendahnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur yang
terintesrasi

LKIP Man Keuongpn fohun 2024 l -34
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Belum maksimalnya kemampuan
SDM dalam Akuntansi disebabkan
sering berubahnya regulasi

b. Solust tcrhadrp Pcrmaaalatan .U,Etar nclrlul.
1. Melakukan pementauan berkelanjutan oleh masing-masing unit kerja

2. Menambah Pegawai yang mengerti dengan jaringan

3. Melakukan Rekon laporan Keuangan Tepat Waktu

4. Penambahan sarana/ peralatan pendukuog

5. Pelatihan bagi pengguna SIPD

6. Melakukan Rekon Aset Tepat Waktu

7. Menambah sarana/ peralatan pendukung

8. Upgrade frekwensi

Belum terlakssnanya manajemen
aset yang efektif dan efisien

Belum semua aset daerah berupa
tanah bersertifikat

Belum Optimalnya
peningkat kualitas
pengelolaan barang
milik daerah

Belum terkoneksinya SIPD dengan
Aplikasi Aset Daerah (SIMDA)

Masih kurangnya kompetensi SDM
dalam pemungutan pajak daerah
Belum lengkapnya regulasi
pelaksanaan sebagai pendukung
dalam pengelolaan pajak daerah

Masih kurangnya
tingkat akurasi dan
aldualitas data
pendapatsn asli
daerah

Belum tersedianya insfrastruldur
ETPD dalam mendukung
pengelolaan paiak daerah
Kurangnya pemahaman rnaeyarakat
terhadap kewajiban pajak deerah
Belum tersedianya tenaga (penilai,
penagih, juru sita, pemeriksa) yang
dibutuhkan sesuai speksifikssi.

Belum optimalnya pemahaman
aparatur terhadap pajak daerah

Belum intensifnya kegiatan
pemungutan pajak daerah yang
dilakukan

2 Masih rendahnya
Kemampuan
Pendapatsn Asli
Daerah

Rendahnya tingkat
pencapaian realisasi
pajak daerah dan
retribusi daerah

Belum optimalnya komitmen dan
koordinasi dengan instensi terkait
dalam optimalisasi pemungutan
pajak daerah

LKiIP fudan Keuangpn fdhun 2024
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pengelolaan asset yang sering
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9. Membentuk Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan

(Perda)

lO. Selalu Melakukan Kajian dan Telaahan Terhadap Peraturan

Perrndang- Undangan

11. Melakukan Monitoring dan Identilikasi terhadap Objek Pajak dan Retribusi

Yang Baru

12. Melakukan Evaluasi, pendataan barang secara Berkala

13. Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi Bagi Pengurus Barang

14. Pelaksanaan rekon antara Bidang aset dan para pengurus barang

15. Pemantauan atas pencatatan asset

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi yang

dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Badan Keuangan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor I Tahun 2o23 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar

Rp. 191.749.4t0.862,00, Untuk pencapaian target kiae{a tahun anggaran 2O24, Badart

Keuangan mempunyai 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 83

(delapan puluh tiga) Sub Kegiatan dengan serapan anggaran sebesar

Rp. f 89.378.188.981,fi) atau tingkat serapan sebesar 98,76 Yo

Dengan tingkat serapan angggaran sebagaimana dljelaskan diatas dapat

dikatakan bahwa hampir seluruh target kineda yang telah ditetapkan dapat dicapai

dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pela.ksanaan

program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Badan Keuangan

berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga

pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2O23 disajikan secara

rinci pada tabel dibawah :
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Dari tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ada 1 (Satu )

program Pengampu tingkat Etrrtcarl sebesar 93,90 o/o.

2. Pada Indikator Opini BPK atas LKPD (WTP) ada f (satu) Program

Pengampu Ef,elcnsl sebesar 99,17 o/o.

3. Pada Indikator Indek Pengelolan Barang Milik Daerah ada I (satu )

program Pengampu Ef,slca sebesar 88,7L o/o

4. Pada Indikator Persentase Terwujudnya Elektronika fikasi Transasksi

Pemerintah Daerah (ETPD) ada I (satu ) Sub Kegiatan Pengampu Efsler
sebesar 90,99 o/o

5. Pada Indikator Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat/ ASN ada 5
(lima) Kegiatan Pengampu Ef,rlen sebesar 95,9O 9rlo

6. Pada Indikator Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kioerja Badan Keuangan

ada 2 (dua) Kegiatan Pengampu Tingkat Ef,glea sebesar 95,32 o/"

7. Bahwa secara keseluruhan realisasi kine{a angg,uan pada

program/kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai

98,76 o/o .
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BAB IV

PENUTTJP

Pencapaian Kinerja baik sasaran strategis maupun Program/Kegiatan pada Badan

Keuangan Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 secara umum s€mumya dalam kategori

cukup baik, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan

kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang

harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari aspek keuangan (anggaran program/kegiatan) tidak semuanya terserap 100%,

rata-rata serapan dari a Pqraq 14 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan adalah 86,46 o/o, hal ini bisa

diartikan bahwa ada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan adajuga belanja kegiatan (belanja

pegawai/barang dan jasa/modal) yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh faktor-

faktor tek n is.

A. KESIIVIPT]LAN

Dari uraian Laporan Kirrrja lnstansi Pemerintah (LKJiP) Badan Keuangan lfubupaten

Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aspek Pelaksanaan kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, hal ini dapat

dilihat dari kinerja pencapaian sasaran yang telah mencapai rata-rata dan dari pencapaian

kinerja ouput keseluruhan program dan kegiatan rata-rata 90,00o/o ke atas namun

demikiankualitasdan ketepalan wakupelaksanaanmasih memerlukan peningkatan;

2. Apabila dibandingkan antara pencapaian kinerja output dengan realisasianggaran, maka dari

aspek efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan telah cukup efisien;

3. Dua sasaran utama Badan Keuangan secara keselunrhan targeFtargst kinerjanya bisa

terpapai.

B. SARAN DAN TINDAK LAN.ruT

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok

kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

I. Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang

ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan

tersebut dengan kegiatan pada Instansi lain, selain <tu p€mantauan dan evaluasi tetap

harus dilaksanakan secara berkala;

LKjIP Mon Keuongon fohun 2023
ry-1



Untuk meningkatkan kualitas produk kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal

maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang undangan dan

bimtek teknis lainnya untuk peningkatan SDM Aparatur;

Tersedianya basis data Keuangan, Pordapatan dan Barang Milik Daerah yang akurat dan

lengkap yang digunak&n untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan

indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja

terarah dan terukur;

Meningkatkan Kerjasama dengan Nagari dan Badan Usaha , hal ini sangat dibutuhkan

untuk menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Akhirnya dengan harapan laporan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi pihak- pihak yang

terkaitserta menjadi bahan masukan untuk p€ningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa

vang at(an datang, sehingga visi-misi BupatiA akil Bupati segera dapat terwujud.
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